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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan
Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya
Literasi.

Rendahnya tingkat literasi masyarakat di daerah menjadi
hambatan signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia dan
penguatan daya saing daerah. Ketiadaan regulasi dalam hal ini
Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai
pengembangan budaya literasi menyebabkan kurangnya sinergi antar
perangkat daerah, minimnya akses terhadap sumber daya literasi yang
inklusif, serta lemahnya partisipasi publik dan sektor swasta dalam
membangun ekosistem literasi.

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi mampu menghapuskan batas-
batas antar negara di dunia yang memberikan jarak atau bahkan
menghalangi antar negara untuk saling bertukar informasi. Tanpa
adanya regulasi yang kuat, program literasi akan terus bersifat sporadis,
tidak terintegrasi, dan sulit dipertanggungjawabkan secara sistemik.
Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi ini
merupakan solusi untuk mewujudkan tata kelola literasi yang menyeluruh.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan
menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya.
Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Salatiga, Juni 2025

Tim Penyusun
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana termaktub dan diamanatkan alinea
keempat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, salah
tujuan Pembangunan negara adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Secara filosofis tujuan tersebut memiliki nilai luhur
serta amanah dan cita-cita dari para pendiri bangsa yaitu
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan
komitmen untuk mewujudkan serta memajukan kesejahteraan
umum mengandung makna bahwa Indonesia merupakan
negara yang menganut paham negara hukum materil atau
negara hukum kesejahteraan (welfare state).

Negara hukum kesejahteraan adalah negara berorientasi
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi
beragam aspek kehidupan seperti aspek politik, sosial, budaya
dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks. Dalam salah satu
Negara welfare state merupakan suatu bangsa vyang
kekuasaannya digunakan agar memastikan bahwa setiap warga
negara beserta dengan keluarganya mendapatkan penghasilan
atau upah minimum yang sesuai dengan ketentuan standar,
memenuhi pelayanan sosial bagi tiap permasalahan yang
tengah dialami warga negara serta kondisi lainnya semisal
terjadinya kegentingan ekonomi dan menjamin kepastian setiap
warga negara memperoleh haknya secara merata tanpa adanya
pandangan atas status, tingkat ekonomi yang berbeda maupun

faktor lainnya (Andersen dalam Saputri & Khairani, 2021).
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Negara mempunyai kewenangan yang besar dan strategis
dalam merekayasa kehidupan sesuai tujuan negara guna
mewujudkan suatu tatanan hidup yang bermartabat.
Kesejahteraan masyarakat akan dapat terwujud melalui
berbagai program pembangunan nasional yang merupakan
pencerminan kehendak seluruh rakyat yang dilaksanakan
secara terstruktur, berkelanjutan dan terarah dalam upaya
mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang adil dan makmur
baik itu secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila
dan UUD NRI 1945, salah satunya adalah pembangunan bidang
pendidikan yang bermutu dan berkualitas, yang dalam hal ini
yakni minat baca masyarakat. Sejalan dengan itu, peran
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal
pembangunan merupakan salah satu landasan penting sebuah
negara.

Di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, literasi
menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk
masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Literasi
tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan
menulis, tetapi telah berkembang menjadi kemampuan
memahami, mengolah informasi, berpikir kritis, dan
berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks, termasuk
literasi digital, finansial, sains, budaya, dan lainnya. Oleh
karena itu, pengembangan budaya literasi merupakan
kebutuhan strategis dalam mendorong kemajuan sumber daya
manusia dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa tingkat literasi
masyarakat di banyak daerah masih tergolong rendah. Hasil
berbagai survei, seperti Programme for International Student

Assessment (PISA) dan survei literasi nasional, menunjukkan
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bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam
peningkatan kemampuan literasi dasar. Rendahnya minat baca,
terbatasnya akses terhadap bahan bacaan bermutu, serta
kurangnya dukungan lingkungan literasi yang memadai
menjadi faktor utama lemahnya budaya literasi di masyarakat.
Di sisi lain, arus informasi yang begitu cepat, terutama melalui
media digital, justru memperbesar risiko penyebaran hoaks,
disinformasi, dan rendahnya kemampuan berpikir Kkritis,
terutama di kalangan generasi muda.

Pendidikan adalah hal yang penting bagi setiap individu
dan bangsa. Sebuah negara yang memiliki pendidikan yang
berkualitas akan memiliki sumber daya manusia yang handal
dan mampu bersaing di dunia global. Untuk mewujudkan
pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya upaya yang
komprehensif dan terintegrasi, salah satunya dengan
menerapkan literasi dasar.

Literasi dasar adalah kemampuan dasar yang harus
dimiliki oleh setiap individu. Ada enam jenis literasi dasar yang
harus dikuasai, yaitu literasi membaca dan menulis, literasi
numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, serta
literasi budaya dan kewargaan. Setiap jenis literasi ini memiliki
peran masing-masing dalam kehidupan sehari-hari dan
perkembangan seseorang. Dalam konteks pendidikan,
menerapkan literasi dasar menjadi hal yang sangat penting.
Bagaimana tidak, literasi dasar merupakan dasar yang harus
dimiliki sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks.
Dengan menguasai literasi dasar, siswa akan mampu
memahami materi yang diajarkan dengan lebih mudah dan

mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
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Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam
menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi
kewenangan untuk mengelola urusan pendidikan, kebudayaan,
dan perpustakaan, yang dapat dioptimalkan untuk mendorong
gerakan literasi di tingkat lokal. Namun hingga saat ini, belum
terdapat instrumen hukum daerah yang secara khusus dan
komprehensif mengatur tentang pengembangan budaya
literasi. Akibatnya, program literasi masih bersifat sektoral,
tidak terintegrasi, dan kurang memiliki keberlanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, salah satu
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam system
Perbukuan adalah memfasilitasi pengembangan budaya literasi.
Selanjutnya Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung
jawab: a. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan
merata tanpa diskriminasi di wilayahnya; b. memfasilitasi
tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya; c. melaksanakan program
peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan d.
memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk
pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau
program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya berdarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Sistem Perbukuan, dinyatakan bahwa pengembangan budaya
literasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya
Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan

Pelaku Perbukuan. Pengembangan budaya literasi oleh
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Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan memfasilitasi
pengembangan dan/atau pemberdayaan:

a. satuan dan/atau program pendidikan;

b. perpustakaan umum daerah;

C perpustakaankeliling;

d. taman bacaan masyarakat;

e. masyarakat; dan

f Pelaku Perbukuan.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan
daerah atau peraturan bupati/wali kota dalam rangka akselerasi
pengembangan budaya literasi di daerahnya (Pasal 76 PP No 75
Tahun 2019).

Salah satu tujuan Negara berdasarkan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah mencerdaskan kehidupan Masyarakat, untuk
mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pengembangan budaya
literasi menciptakan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan
berdaya dalam menyongsong masa depan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan budaya literasi
di Kota Salatiga perlu ada kebijakan daerah sebagai pedoman
pengembangan budaya literasi yang terintegrasi dan
berkesinambungan dengan mengoptimalkan sumber daya
Pemerintah Daerah, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga,
dan Pelaku Perbukuan di Daerah. Sebagai bentuk kebijakan
daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017
tentang Sistem Perbukuan dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah
Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu
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dibentuk Peraturan Daerah yang menjadi dasar kebijakan
akselerasi pengembangan budaya literasi
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan

Budaya Literasi menjadi penting dan mendesak sebagai

landasan hukum untuk memperkuat kebijakan dan program

literasi daerah. Raperda ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan minat baca dan akses terhadap bahan
bacaan berkualitas;

2. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan
literasi;

3. mengembangkan literasi digital dan media untuk
menghadapi era informasi; dan

4. menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah literasi
seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan
modern.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat
arti pentingnya pengembangan budaya literasi di Kota Salatiga,
maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Pengembangan
Budaya Literasi. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan
Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan
peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah
Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang

Pengembangan Budaya Literasi.

B. Identifikasi Masalah
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah
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hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan
Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah
dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan
otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022, Pasal 236
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun
2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi
muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;

dan
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Pasal 76 Peraturan
Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Sistem Perbukuan dan sekaligus menjadi atas permasalahan di
daerah (local problem solving) terkait pengembangan budaya
literasi yang hingga saat ini belum ada produk hukum daerah
khususnya Peraturan Daerah  yang mengatur mengenai

Pengembangan Budaya Literasi di Kota Salatiga.
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka
rumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini
adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi memiliki
landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah.

2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan
dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

tentang Pengembangan Budaya Literasi.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian
1. Maksud Kegiatan
Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan
Budaya Literasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi
dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada
terkait dengan Pengembangan Budaya Literasi di Kota

Salatiga.

2. Tujuan Kegiatan
Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota
Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi ini adalah

sebagai berikut.
a. Untuk untuk mengetahui kelayakan secara akademik
atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang

Pengembangan Budaya Literasi;
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b. untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu
dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi yang
dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan
secara efektif dan efisien.

3. Target Kegiatan
Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya
Literasi;

b. Rencana tindak lanjut dalam Program Pembentukan
Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam
Keputusan DPRD.

D. Kegunaan
Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi
adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep

Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan
suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian
dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian

tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan
Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan vyuridis

normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan
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melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data
sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan,
dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian,
atau referensi lainnya. Metode vyuridis normatif ini juga
dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group
discussion), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-
langkah strategis yang dilakukan meliputi:

a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan
(tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Pengembangan
Budaya Literasi;

b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan
melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk
mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat
terkait;

c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam
penyusunan rancangan peraturan daerah sehingga
memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang
kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan
Budaya Literasi di Kota Salatiga;

d. melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya
pengaturan mengenai Pengembangan Budaya Literasi di
Kota Salatiga;

e. menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang
dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh
masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang
berkepentingan dengan Pengembangan Budaya Literasi di
Kota Salatiga; dan

f. merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif
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analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis

Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang

Pengembangan Budaya Literasi.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan

penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data

digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut

Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam

penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum vyang

menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1)

2)

3)

4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan
Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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5)

6)

7)

8)

Tahun 2007 Nomor 129, Tamhaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem
Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6053);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor
3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6408,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6408);

Peraturan Presiden Nomor No. 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1072);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun
2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
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Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur,
buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya
berkaitan Pengembangan Budaya Literasi di Kota

Salatiga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono
Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan
memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula
data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh
langsung dari sumber pertama. Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan

Pengembangan Budaya Literasi Di Kota Salatiga

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan
melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut
a. Studi kepustakaan,
Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan

data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian
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terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan
perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Salatiga
yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam
penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua
orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara
langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2004: 83).

c. Focus Group Disscussion (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan
menyelesaikan  persoalan-persoalan  krusial dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga
memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang
ada.

d. Public Hearing (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap

sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan

mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan
mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian
dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan
memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang
diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis
kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis
interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga

komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan
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kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus

(H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis

kualitatif, maka interprestasi terhadap apa yang ditentukan

dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau

penalaran sistematik. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam

tahapan analisa data, yaitu

a.

Data Reduction merupakan proses seleksi, pemfokusan,
penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada
dalam field note. Reduksi data dilakukan selama
penelitian berlangsung, hasilnya data dapat
disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi,
ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.

Data Display adalah paduan organisasi informasi yang
memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan,
sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang
terjadi dan harus dilakukan.

Conclution Drawing adalah berawal dari pengumpulan
data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang
ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola,
pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab
akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan

kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi

dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram
flow) (HB Sutopo, 1998:37).
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Literasi

Secara etimologis, literasi berasal dari bahasa latin yaitu
littera yang memiliki pengertian sistem tulisan yang
menyertainya. Literasi merupakan hak asasi manusia yang
fundamental dan pondasi untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini
penting sepenuhnya untuk pembangunan sosial dan manusia
dalam kemampuannya untuk mengubah kehidupan
(Hidayatullah, 2021).

Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan
menggunakan sesuatu dengan tepat melalui kegiatan
membaca, menulis, menyimak atau berbicara. Pendapat lain
menyatakan bahwa Literasi merupakan keahlian yang
berhubungan dengan kegiatan membaca, menulis, dan berfikir
yang berfokus untuk peningkatan kemampuan memahami
informasi secara kritis, kreatif dan inovatif (Rohim, 2020).
Literasi juga memiliki makna dan implikasi dari keterampilan
membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi
pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik
unti gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak
sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan
barat (Chandra, 2022).

Literasi tidak diartikan dalam konteks yang sempit yakni
membaca dengan membawa buku saja, tetapi segala bentuk
kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan untuk

gembar membaca dan memberikan pemahaman terhadap
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pembaca mengenai pentingnya membaca. Di dalam literasi
semua kegiatan dilaksanakan dengan suasana yang
menyenangkan. Selain itu literasi jugamemilikimanfaat untuk
menumbuhkan mindset bahwa kegiatan membaca itu tidak
membosankan akan tetapi menyenangkan (Dharma, 2016).

Standar Nasional Perpustakaan (SNP) menyatakan literasi
adalah kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk
memcahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan
pertanyaan penting menggunakan berbagai  strategi
pengumpulan informasi, menetapkan informasi yang relevan,
cocok dan otentik. Hal ini menunjukkan bahwa literasi
dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan informasi dalam
rangka memecahkan masalah sehingga literasi menjadi
kebutuhan setiap orang (Hidayatullah, 2021).

Literasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pembiasaan,
pengembangan dan pembelajaran. Tahap pembiasaan
merupakan kegiatan penumbuhan minat baca siswa melalui
kegiatan membaca 15 menit. Tahap pengembangan merupakan
tahap peningkatan kemampuan literasi melalui kegiatan
menanggapi buku pengayaan. Kegiatan membaca pada tahap
ini diikuti dengan kegiatan tindak lanjut dimana siswa disorong
untuk menunjukkan kegiatan produktif secara lisan maupun
tulisan. Tahap ketiga adalah tahap pembelajaran yaitu tahap
peningkatan kemampuan literasi pada setiap mata pelajaran
melalui penggunaan buku pengayaan dan strategi membaca di
setiap mata pelajaran (Rohim, 2020).

Dalam literasi terdapat enam literasi dasar yang
mencakup sebagai berikut:

a. Literasi Baca Tulis
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Membaca dan menulis merupakan literasi yang
dikenal paling awal dalam sejarah peradaban
manusia.Keduanya tergolong literasi fungsional dan
berguna besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
memiliki kemampuan baca-tulis, seseorang dapat menjalani
hidupnya dengan kualitas yang lebih baik. Terlebih lagi di
era yang semakin modern yang ditandai dengan persaingan
yang ketat dan pergerakan yang cepat. Kompetensi individu
sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup dengan baik.

Membaca merupakan kunci untuk mempelajari segala
ilmu pengetahuan, termasuk informasi dan petunjuk sehari-
hari yang berdampak besar bagi kehidupan. Ketika
menerima resep obat, dibutuhkan kemampuan untuk
memahami petunjuk pemakaian yang diberikan oleh dokter.
Jika salah, tentu akibatnya bisa fatal. Kemampuan
membaca yang baik tidak sekadar bisa lancar membaca,
tetapi juga bisa memahami isi teks yang dibaca. Teks yang
dibaca pun tidak hanya katakata, tetapi juga bisa berupa
simbol, angka, atau grafik.

Literasi Numerasi

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan
untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-
simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk
memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam
konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi
yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel,
bagan, dan sebagainya) lalu menggunakan interpretasi hasil
analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil

keputusan.
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Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai
kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan
keterampilan operasi hitung didalam kehidupan seharihari
(misalnya, di rumah, pekerjaan, dan partisipasi dalam
kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara) dan
kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif
yang terdapat disekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan
dengan kenyamanan terhadap bilangan dan cakap
menggunakan keterampilan matematika secara praktis
untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Kemampuan ini juga
merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang
dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bagan, dan
tabel.

c. Literasi Sains

Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan
dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi
pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan
fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta,
memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains
dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan
budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap
isu-isu yang terkait sains.

National Research Council (2012) menyatakan bahwa
rangkaian kompetensi ilmiah yang dibutuhkan pada literasi
sains mencerminkan pandangan bahwa sains adalah
ansambel dari praktik sosial dan epistemik yang umum pada
semua ilmu pengetahuan, yang membingkai semua
kompetensi sebagai tindakan.

d. Literasi Finansial
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Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan
untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan
risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang
efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan
kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan
dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga
memberikan penekanan mengenai pentingnya inklusi
finansial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi
finansial. Pengertian inklusi finansial sendiri adalah sebuah
proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan
penggunaan sistem keuangan formal untuk semua individu.
Literasi Digital

Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul
Digital Literacy, literasi digital diartikan sebagai kemampuan
untuk memahami dan menggunakan informasi dalam
berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas
yang diakses melalui piranti komputer. Bawden (2001)
menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital
yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi.

Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an,
ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak
saja di lingkungan bisnis, tetapi juga di masyarakat. Namun,
literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an
manakala informasi semakin mudah 11 disusun, diakses,
disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring.
Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bawden, literasi
digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis
mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan

informasi.
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f. Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya merupakan kemampuan dalam
memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia
sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan
adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban
sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya
dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan
masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya
sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.

Literasi budaya dan kewargaan menjadi hal yang
penting untuk dikuasai di abad ke-21. Indonesia memiliki
beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaaan, adat istiadat,
kepercayaan, dan lapisan sosial. Sebagai bagian dari dunia,
Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan
dan perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan untuk
menerima dan beradaptasi, serta bersikap secara bijaksana
atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak
(Chandra, 2022).

Beberapa tipe literasi yang dapat dikenali, yakni diantaranya

sebagai berikut:

a. Literasi dalam pengertian seperangkat keterampilan
Literasi dihubungkan dengan keterampilan seperti
keterampilan mengoperasikan mesin, komputer, kendaraan
bermotor, dan lain-lain. Beberapa istilah melekat pada
penguasaan keterampilan-keterampilan tertentu seperti
literasi komputer, literasi navigasi, literasi robotik, dan lain-
lain. Secara umum, literasi jenis ini didapatkan setelah
belajar atau berlatih.

b. Literasi dalam pengertian aplikasi, praktek, dan situasi
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Literasi berkaitan dengan penguasaan suatu aplikasi
komputer. Perbedaan anatar literasi jenis ini dengan literasi
komputer adalah pada objeknya. Literasi komputer lebih
dekat kepada keterampilan mengopreasikan piranti keras
komputer seperti keterampilan merakit komponennya.
Sedang literasi aplikasi komputer lebih dekat kepada
penguasaan piranti lunak pada komputer.

c. Literasi dalam pengertian proses belajar
Literasi juga dihubungkan dengan proses belajar yaitu suatu
set tahapan untuk menghasilkan pengetahuan baru. Secara
filosofis, proses ini adalah alamiah dari cara kerja otak
manusia untuk menggambarkan dunianya secara lebih luas
melalui mekanisme penuh teka-teki dan problematika yang
padat.

d. Literasi dalam pengertian penguasaan teks tertulis
Literasi terutama dikenali melalui keterampilan membaca
dan menulis. Pengertian ini merupakan pengertian yang
ditarik dari disiplin linguistik dan juga merupakan definisi
paling klasik tentang literasi. Literasi jenis ini berkembang
melalui keterampilan yang dipelajari (tangible skills) yang
secara khusus mempengaruhi keterampilan kognitif baik
keterampilan membaca maupun menulis (Chairunnisa,
2017).
(www://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilib.s
tituwjombang.ac.id/317/4/2020.112.01.4733_BAB%?20I1.p
df diakses 30 Juni 2025 jam 20.40 wib).

Terdapat beberapa jenis Iliterasi yang dibedakan

berdasarkan objek yang harus dipahami, yakni diantaranya:
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a. Literasi Dasar (Basic Literacy); yaitu kemampuan untuk
mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan
menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk
mendengarkan, berbicara, membaca dan menghitung
berkaitan dengan menganalisis untuk memperhitungkan,
mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta
menggambarkan informasi berdasar pemahaman dan
pengambilan kesimpulan pribadi.

b. Literasi Perpustakaan (Library Literacy); yaitu kemampuan
lanjutan untuk bisa mengoptimalkan literasi perpustakaan
yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan
perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan
informasi.

c. Literasi Media (Media Literacy); yaitu kemampuan untuk
mengetahui berbagai bentuk media berbeda, seperti media
cetak, media elektronik, media digital, dan memahami
tujuan penggunaannya.

d. Literasi Teknologi (Technology Literacy); yaitu kemampuan
memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi, seperti
peranti keras (hardware), peranti lunak (software) serta
etika dalam memanfaatkan teknologi.

e. Literasi Visual (Visual Literacy); yaitu pemahaman tingkat
lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang
mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dalam
memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis
dan bermartabat (Prasetyo, 2014).

2. Tujuan Literasi
Di tengah gempuran informasi yang ada pada saat ini,

literasi memiliki tujuan dan peran yang lebih penting,

NA Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan_Kota Salatiga 2023. II- 8




sebagaimana yang telah diuraikan oleh Abdillah (2022), yakni

sebagai berikut:

a. tingkat pemahaman seseorang dalam  mengambil
kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik;

b. membantu orang berpikir secara kritis, dengan tidak mudah
terlalu cepat bereaksi;

c. membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan
cara membaca;

d. membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi
pekerti yang baik dalam diri seseorang.

Belajar literasi tentu memiliki manfaat yang sangat
banyak, terutama di tengah gempuran informasi di era digital
seperti saat ini. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. memperkaya kosa kata;

b. memperluas wawasan dan pengetahuan;

c. membantu berpikir kritis untuk membantu dalam
mengambil Keputusan;

d. membuat otak bekerja lebih optimal;

e. mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami
informasi dari bacaan;

f. mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata
dengan lebih baik;
melatih konsentrasi dan focus;

h. mengembangkan kemampuan verbal;

i. meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada; dan

j. meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun
kata (Abdillah: 2022).

Beberapa tujuan literasi yang terdapat dalam buku

Kemendikbud yang berjudul "Manual pendukung Pelaksanaan
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Gerakan Literasi Sekolah, Melalui Pembiasaan Membaca di

Rumah”, sebagai berikut:

a.
b.

meningkatkan rasa cinta membaca di lingkungan keluarga;
meningkatkan kemampuan memahami bacaan dan berpikir
kritis;

meningkatkan kemampuan menganalisis dan kemampuan
verbal dalam mengulas informasi yang telah didapat dari

bacaan;

. mempererat ikatan dan hubungan personal dalam keluarga

inti;

. menciptakan budaya literasi di lingkungan keluarga yang di

harapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan
prestasi; dan

mengembangkan kearifan lokal, nasional, dan global
(Laksono: 2016).

Menurut Rohim, tujuan adanya kegiatan program literasi

di sekolah, adalah sebagai berikut:

a.

menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan
menulis siswa sekolah;

meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah
yang literat;

membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan
untuk belajar; dan

menjaga keberlangsungan proses pembelajaran dengan
pengadaan berbagai macam buku bacaan serta
penggunaan strategi membaca yang bervariasi (Rohim:
2020).
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Dari kesemua tujuan literasi di atas akan kembali kepada

masyarakatnya yang harus selalu aktif dan mau menjadi

Masyarakat yang maju. Pemerintah hanya menyediakan

fasilitas sebagai bentuk pelayanan dan peraturan yang

menunjang kemajuan masyarakat. Adapun manfaat dari
pendekatan dalam pembiasaan literasi diantaranya:

a. pembelajaran yang tepat sasaran: siswa mendapatkan
materi dan bimbingan yang sesuai dengan tingkat
kemampuan mereka;

b. peningkatan keterampilan secara bertahap: siswa dapat
mengembangkan keterampilan membaca mereka secara
bertahap dan berkesinambungan;

c. pengembangan karakter: melalui pembelajaran yang
sesuai, siswa dapat mengembangkan karakter dan nilai-

nilai yang penting (Sudjana, 2011).

3. Konsep Literasi Budaya
Literasi budaya merupakan istilah yang dipopulerkan oleh
Hirsch pada tahun 1987 dalam tulisannya yang berjudul
“"Cultural Literacy: What Every American Needs to Know”, Hirsch
(1987) menggambarkan literasi budaya sebagai jaringan
informasi yang dimiliki semua pembaca yang kompeten.
Informasi ini berisi informasi latar belakang, yang tersimpan
dalam pikiran mereka, yang memungkinkan mereka untuk
membaca sesuatu dengan tingkat pemahaman yang memadai,
memahami maksudnya, memahami implikasinya,
menghubungkan apa yang mereka baca dengan konteks yang
tidak disebutkan, yang dengan sendirinya memberikan makna

dari apa yang mereka baca (Hirsch, 1987). Dengan kata lain,
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literasi budaya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang
untuk memahami informasi kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017)
mendefinisikan literasi budaya sebagai kemampuan untuk
memahami kebudayaan Indonesia dan bagaimana caranya
bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas
bangsa. Inilah definisi literasi budaya dari kaca mata Indonesia
sebagai negara yang berbudaya. Kemudian Riani et al. (2018)
menyatakan bahwa literasi budaya mengarah pada kemampuan
seseorang dalam memahami nilai, kebiasaan, kepercayaan, dan
komunikasi tentang budaya orang lain. Adapun literasi budaya
menurut Murti & Handayani (2022) adalah kemampuan
membaca dan menafsirkan budaya dalam beragam
manifestasinya. Literasi budaya akan membekali seseorang
tentang kesadaran budaya untuk kemudian
mentransformasikan realitas secara kolektif, bukan untuk
kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan semua
orang yang memiliki budaya yang sama (Santos, 2018). Hirsch
(1987) menyebutkan bahwa literasi budaya merupakan
instrumen efektif dalam perubahan sosial. Pendapat ini
didukung oleh pernyataan Santos (2018) yang menyebutkan
bahwa dari segi aspek kehidupan ekonomi, literasi budaya
berpotensi untuk menyeimbangkan kegiatan promosi budaya
dan pendapatan negara dalam membuat pembangunan budaya
berkelanjutan. Kemudian Santos (2018) juga menyatakan
bahwa dari aspek kehidupan politik, literasi budaya dinilai
berpotensi dalam mempengaruhi keputusan sosial politik dan
partisipasi demokrasi seseorang. Dengan kata lain, dapat
disimpulkan bahwa literasi budaya memiliki peran penting

dalam kehidupan bersosial.

NA Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan_Kota Salatiga 2023. II- 12




Literasi budaya menjadi hal yang penting bagi seorang
individu maupun masyarakat sekitar yang ada di tempat
mereka tinggal. Dari perspektif individu, literasi budaya dapat
membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan refleksi
diri seorang individu, sehingga mereka mengetahui bagaimana
cara berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang yang
berbeda (Flavell et al., 2013). Sementara dari perspektif
masyarakat sekitar, literasi budaya berkontribusi untuk
mengurangi ketidakadilan berdasarkan budaya, meningkatkan
nilai masyarakat terhadap keragaman budaya, dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik sosial
(Western Sydney  University, 2019). (Dalam www:
//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eprints2.undip.ac.
id/id/eprint/23803/3/BAB%202.pdf diakses tanggal 30 Juni
2025 Jam 20.45 wib).

Kajian tentang Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma
(Perda)

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-
undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas.
Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan
mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan
pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih
diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk

mengungkapkan kebenarannya.

Agar supaya pembentukan peraturan perundang-
undangan tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-

syarat sebagai berikut.

NA Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan_Kota Salatiga 2023. II- 13




a. Keterbukaan vyakni bahwa sidang-sidang pembentukan
undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam
penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada
tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.

b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk
mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-
cara sebagai berikut.

1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk
menghadiri suatu pembicaraan penting yang
menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan
tertentu.

2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi
tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan
undang-undang tertentu pula.

3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari
tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono
Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan
dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan
yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-
kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara
sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus
tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada

pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan “asas
kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan
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Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan
yang jelas yang hendak dicapai.

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat:
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan arus dibuat oleh lembaga
negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-
undangan vyang berwenang. Peraturan Perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi
hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat
yang tidak berwenang.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi
muatan: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara
jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus
benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat
sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
undangan.

. Asas dapat dilaksankan: Yang dimaksud dengan “asas
dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan
efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di
dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,
maupun yuridis.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: Yang dimaksud
dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah
bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Asas kesejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan “asas
kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan
Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan
teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum
yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

. Asas keterbukaan: Yang dimaksud dengan T“asas

keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,
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penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam

Pembentukan peraturan perundang-undangan selain
memenuhi asas pembentukan peraturan daerah seperti
dijelaskan diatas, peraturan daerah harus menselaraskan
materi atau muatan yang terdapat dalam rancanganya
dengan asas asas sebagai berikut:

a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas
pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundangundangan harus berfungsi
memberikan pelindungan untuk menciptakan
ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan; Yang  dimaksud dengan  “asas
kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap
menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan  “asas
kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas
kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundangundangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia
dan materi muatan peraturan perundang-undangan
yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

14
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hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

f.  Bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan "“asas
bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan
Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,
kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
Yang dimaksud dengan "“asas kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak
boleh memuat hal vyang bersifat membedakan
berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,
ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan
“asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan kepastian hukum.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Yang
dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan
bangsa dan negara.

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan
penyusunan norma terkait Pendidikan Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan memperhatikan berbagai aspek
prinsip-prinsip yang ada di berbagai peraturan perundang-

undangan.
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C. Kajian Praktek terhadap Budaya Literasi di Kota Salatiga
dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat di Daerah
1. Kondisi dan Gambaran Umum Kota Salatiga
a. Kondisi Geografis Wilayah
Kota Salatiga merupakan wilayah yang memiliki posisi
strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur
transpotasi darat utama Jakarta - Semarang - Solo -
Surabaya dan terletak diantara dua kota pusat
pengembangan yaitu Kota Semarang dan Surakarta. Luas
wilayah Kota Salatiga adalah 56,78 km?2 terbagi menjadi 4
wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci pembagian
wilayah administrasi di Kota Salatiga dapat dilihat dalam

tabel berikut ini.

Tabel: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Salatiga

No Kecamatan Luas Wilayah Persentase
(Ha) (%)
1 | Argomulyo 1.852,690 32,65
2 | Tingkir 1.054,852 18,58
3 | Sidomukti 1.145,850 20,18
4 | Sidorejo 1.624,718 28,61
Kota Salatiga: 5.678,110 100,00

Sumber: Kota Salatiga dalam Angka 2019

Adapun batas administrasi wilayah Kota Salatiga
adalah sebagai berikut.
- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tuntang

dan kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;

NA Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan_Kota Salatiga 2023. II- 18




- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pabelan dan
Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;

- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Getasan
dan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang

dan kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

b. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kota Salatiga merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa
Tengah, terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Sensus
Penduduk pada tahun 2023 mencatat penduduk Kota
Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 195.065 jiwa.
Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2022 tertinggi di
Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak
52.536 jiwa atau sekitar 26,93% dari total jumlah penduduk
Kota Salatiga, selanjutnya disusul Kecamatan Argomulyo
sebesar 50.800 jiwa, berikutnya adalah Kecamatan Tingkir
(46.791 jiwa), dan terendah ada di Kecamatan Sidomukti
sebanyak 44.938 jiwa. Namun secara Kkeseluruhan
penduduk Kota Salatiga dapat dikatakan merata.
Persebaran penduduk Kota Salatiga selama 6 tahun dari
tahun 2017 hingga 2022 terlihat pada tabel di bawah
mengalami peningkatan selama 3 tahun dari 2017-2020.
Akan tetapi, tahun 2021 jumlah penduduk di Kota Salatiga
mengalami penurunan diakibatkan adanya Covid-19 yang
banyak menyebabkan kematian. Kemudian pada tahun
2021 hingga 2023, jumlah penduduk yang tersebar di Kota
Salatiga mengalami kenaikan. Data persebaran penduduk
per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2017-2023 disajikan
pada tabel berikut.
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Tabel: Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota
Salatiga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2023

PENDUDUK (JIWA) SEX
NO | KECAMATAN KELURAHAN L P JUMLAH RATIO
1 SIDOREJO BLOTONGAN 6.568 6.576 13.144 99,88
2 SIDOREJO LOR 7.146 7.483 14.629 95,50
3 SALATIGA 7.167 7.385 14.552 97,05
4 BUGEL 1.826 1.817 3.643 | 100,50
5 KAUMAN KIDUL 2.122 2.220 4.342 95,59
6 PULUTAN 2.382 2.401 4.783 99,21
TOTAL SIDOREJO ||  27.211 27.882 55.093 | 97,59
7 | TINGKIR KUTOWINANGUN KIDUL 4.017 4.240 8.257 94,74
8 GENDONGAN 2.655 2773 5.428 95,74
9 SIDOREJO KIDUL 3.936 4.037 7.973 97,50
10 KALIBENING 1.243 1.174 2417 | 105,88
11 TINGKIR LOR 2.580 2619 5.199 98,51
12 TINGKIR TENGAH 2.775 2.749 5.524 | 100,95
13 KUTOWINANGUN LOR 6.570 6.738 13.308 97,51
TOTAL TINGKIR | 23.776 24.330 48.106 | 97,72
14 | ARGOMULYO | NOBOREJO 3.447 3.486 6.933 98,88
15 LEDOK 5.642 5.667 11.309 99,56
16 TEGALREJO 6.397 6.277 12.674 | 101,91
17 KUMPULREJO 4.302 4.320 8.622 99,58
18 RANDUACIR 3.597 3.563 7.160 | 100,95
19 CEBONGAN 2.670 2677 5.347 99,74
TOTAL ARGOMULYO |  26.055 25.990 52.045 | 100,25
20 | SIDOMUKTI KECANDRAN 3.750 3.682 7432 | 101,85
21 DUKUH 7.254 7.466 14720 | 97,16
22 MANGUNSARI 8.786 8.944 17.730 | 98,23
23 KALICACING 3.040 3.203 6243 | 94,91
TOTAL SIDOMUKTI | 22.830 23.295 46.125 | 98,00
KOTA SALATIGA 99.872 | 101.497 | 201.369 | 98,40
2. Indeks Pendidikan Kota Salatiga
Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil

pembangunan di
kedudukan

manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan

bidang pendidikan yang mempunyai

strategis, mengingt kualitas sumber daya
Indeks Pendidikan sendiri
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal pengetahuan atau
tingkat pendidikan. Indeks Pendidikan. Sebelum tahun 2010

Indikator yang menyusun Indeks Pendidikan adalah Angka

produktivistas suatu bangsa.

merupakan salah satu dimensi penyusun

Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, namun setelah
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tahun 2010 indikator Angka Melek Huruf diganti deangan
Harapan Lama Sekolah.

Indeks Pendidikan Kota Salatga dihitung meggunakan
indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama
Sekolah (RLS). Perkembangan Indeks Pendudukan Kota
Salatiga pada tahun 2010-2022 menunjukan perkembangan
yang positif, dimana nilainya terus mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Indeks Pendidikan Kota
Salatiga sebesar 0,70. Dalam kurun waktu 13 tahun nilainya
meningkat 0,09 poin dengan rata-rata laju pertumbuhan
sebesar 1,06%.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kota
Salatiga semakin membaik dan terjadi peningkatan kualitas

sumber daya manusia.

Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2010-2022
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o Mﬂ
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=== ota Salatiga 0,70 0,70 0,71 0,71 0,73 0,74 /0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79

Gambar: Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Salatiga
Tahun 2010-2022(Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga
Tahun 2025-2029, hal: II-57)

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan kota di
Provinsi Jawa Tengah, Indeks Pendidikan Kota Salatiga
cenderung tinggi. Pada tahun 2022, Indeks Pendidikan Kota
Salatiga adalah 0,79 dan berada di peringkat pertama
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bersama dengan Kota Semarang. Pada peringkat kedua ada
Kota Surakarta dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,78
dan peringkat ketiga Kota Magelang dengan nilai Indeks
Pendidikan sebesar 0,76. Kota Pekalongan dan Kota Tegal
pada peringkat terakhir dengan nilai Indeks Pendidikan
sebesar 0,66.

Indeks Pendidikan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
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w

o

W indeks Pendidikan 0,76 0,79 0,66

Gambar: Indeks Pendidikan Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 (Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga Tahun
2025-2029, hal: II-58)

3. Angka Literasi/Numerisasi Kota Salatiga
Dikutip dari Rancangan Teknokratik (Rantek) Rencana
Pembangunan. Jangka Menengah (RPJMD) Kota Salatiga
Tahun 2025-2029, Angka literasi/numerisasi atau Angka
Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15
tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf
latin atau lainnya, tanpa harus mengerti apa yang
dibaca/ditulisnya. Setelah tahun 2010 Angak Melek Huruf
(AMH) sudah tidak lagi digunakan sebagai indikator untuk

menyusun Indeks Pendidikan pada dimensi
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pengetahuan/tingkat pendidikan dalam Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Angak Melek Huruf sudah tidak relevan dalam
mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat
menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena
Angka Melek Huruf di sebagaian besar daerah sudah tinggi,
sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan
antardaerah dengan baik.

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kota Salatiga tahun
2007-2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Nilainya terus meningkat setiap tahun berkisar 0,02-1,28.
Pada tahun 2015, AMH Kota Salatiga sebesar 95,21 nilanya
meningkat signifikan menjadi 98,74 di tahun 2023. Kondisi
ini menujukkan bahwa hampir 99 dari 100 orang dewasa di
Kota Salatiga mampu membaca dan menulis. AMH Kota
Salatiga Tahun 2007-2023 dapat digambarkan sebagai
berikut:

Angka Melek Huruf (AMH) Kota Salatiga Tahun 2007-2023
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=== AMH 96,49 96,49 96,50 96,50 96,52 96,55 96,73 95,21 97,43 96,91 97,62 98,74

Gambar: Angka Melek Huruf Kota Salatiga Tahun 2007-
2023 (Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-
2029, hal: II-59)
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Apabila dibandingkan dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah,
pada tahun 2023 AMH Kota Salatiga berada diperingkat ke
dua dari enam kota di Provinsi Jawa Tengah. Dimana AMH
Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 98,74. Peringkat
pertama adalah Kota Magelang dengan AMH sebesar 100
sedangkan peringkat terakhir adalah Kota Tegal dengan AMH
sebesar 97,58.

Angka Melek Huruf (AMH) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
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mAMH 100 98,49 98,74 97,69 97,65 97,58

Gambar: Angka Melek Huruf Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007-2023 (Sumber Rantek RPJMD Kota Salatiga
Tahun 2025-2029, hal: II-59)

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Daerah

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk
melihat kualitas sumber daya manusia. Karena dengan
literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil
kesimpulan dan informasi yang diterima menjadi lebih baik.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah
pengukuran terhadap wusaha vyang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota)
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dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai
wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya
literasi masyarakat.

Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat,
yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan
koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat
kunjungan per hari, jumlah pepustakaan ber-SNP,
keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan
anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional
mengelompokan nilai IPLM menjadi 5 kategori yaitu, Sangat
Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9),
Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

Kota Salatiga pada tahun 2023, memiliki nilai Indeks
Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 94,48 dan
masuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 7 Unsur
Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kota Salatiga
tahun 2023, 6 UPLM bernilai sempurna dengan skor 1.
Sedangkan UPLM terendah adalah UPLM 2 vyaitu unsur

ketercukupan koleksi perpustakaan dengan nilai 0,6138.

Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Salatiga Tahun 2023

UPLM7
UPLM®6
UPLMS5
UPLM4
UPLM3
UPLM2
UPLM1

o

0,2 0,4 0,6 0,8

UPLM1 UPLM2 UPLM3 UPLM4 UPLM5 UPLM6 UPLM7

W Unsur Pembangunan Literasi

Masyarakat 1 0,6138 1 1 1 1 1

[y
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Gambar: Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM)
Kota Salatiga Tahun 2023
(Rantek RPIJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, hal: II-60)

Keterangan:

UPLM 1: Pemerataan Layanan Perpustakaan.

UPLM 2: Ketercukupan Koleksi Perpustakaan.

UPLM 3: Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

UPLM 4: Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari.

UPLM 5: Perpustakaan ber-SNP

UPLM 6: Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialiasi
dan Promosi

UPLM 7: Anggota Perpustakaan

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks
Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kota di Provinsi
Jawa Tengah, nilai IPLM Kota Salatiga paling tinggi dengan
nilai 94,48. Sedangkan peringkat kedua dan seterusnya
diduduki Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan,
Kota Semarang dan yang terakhir Kota Tegal. Di Provinsi
Jawa Tengah, kota dengan IPLM yang masuk kategori sangat
tinggi adalah Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sedangkan
Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Semarang memiliki

nilai IPLM sedang.
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Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
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Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota S5emarang | Kota Pekalongan Kota Tegal
u IPLM 93,11 76,41 94,48 68,69 76,26 58,89

Gambar: Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM)
Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Sumber Rantek RPIJMD
Kota Salatiga Tahun 2025-2029, hal: II-61)

5. Indeks Literasi Digital Kota Salatiga
Indeks Literasi Digital merupakan suatu ukuran yang
digunakan untuk mengukur pengetahuan serta kecakapan
masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media
digital, seperti alat komunikasi, jarigan internet dan lainnya.
Indeks Literasi Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu Digital
Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture.
Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah
sebesar 3,54 dengan Pilar Digital Culture menjadi pilar yang
memiliki nilai tertinggi (3,84), dan Pilar Digital Safety
merupakan pilar dengan nilai ndeks terendah (3,12).
Sedangkan nilai Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Tengah
sebesar 3,61 dimana Pilar Digital Culture menjadi pilar
dengan nilai tertinggi (3,91) dan Pilar Digital Safety menjadi
pilar dengan nilai terendah (3,23).
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Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Indeks Literasi
Digital

45
4
35
3
2,5
2
1,5
1

0,5

0
Digital Skill Digital Ethics Digital Safety Digital Culture

W Nasional 35 3,99 3,29 3,81 3,65
W Provins| Jawa Tengah 3,53 3,77 3,23 3,91 3,61

Gambar: Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2023
(Sumber Rantek RPIJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029,
hal: II-62)

Data Indeks Literasi Digital untuk Kota Salatiga tidak
tersedia karena perhitungan Indeks Literasi Digital hanya
pada level Nasional dan Provinsi, untuk tetap dapat
menggambarakan menggambarkan kemampuan
penggunaan teknologi oleh masyarakat maka akan

digunakan indeks pengganti yaitu Indeks Masyarakat Digital.

6. Urgensi Pengaturan Pengembangan Budaya Literasi
Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki
hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan
ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh
dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya
populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga
batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Dalam

banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang
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sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini
sering dipertukarkan (Donny Ermawan T, 2017, Hal:6).

Rendahnya tingkat literasi masyarakat di daerah
menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan sumber
daya manusia dan penguatan daya saing daerah. Ketiadaan
regulasi yang mengatur secara khusus mengenai
pengembangan budaya literasi menyebabkan kurangnya
sinergi antar perangkat daerah, minimnya akses terhadap
sumber daya literasi yang inklusif, serta lemahnya partisipasi
publik dan sektor swasta dalam membangun ekosistem
literasi.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengembangan Budaya Literasi menjadi instrumen penting
untuk menyelesaikan persoalan secara sistemik dan
menyeluruh, dari aspek hukum, kelembagaan, sosialisasi,
hingga perubahan nilai masyarakat. Tanpa adanya regulasi
yang kuat, program literasi akan terus bersifat sporadis, tidak
terintegrasi, dan sulit dipertanggungjawabkan secara
sistemik. Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengembangan Budaya Literasi ini merupakan solusi untuk
mewujudkan tata kelola literasi yang berorientasi budaya

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan
Budaya Literasi bertujuan:

a. meningkatkan minat baca dan budaya literasi
masyarakat;

b. menjamin penyediaan sarana dan prasarana literasi
secara merata;

c. mendorong kolaborasi antarinstansi, masyarakat, dan

sektor swasta; dan.
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d. menyediakan kerangka hukum dalam perencanaan dan

pelaksanaan program literasi daerah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru
terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampakanya
terhadap Beban Keuangan Daerah

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang
Pengembangan Budaya Literasi nantinya diharapkan akan
memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dalam
pengembangan budaya literasi baik pemerintah daerah,
masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan Pelaku Perbukuan
di Kota Salatiga, sehingga mampu menumbuhkembangkan
minat baca Masyarakat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan informasi baik melalui Keluarga, Satuan Pendidikan, dan
Masyarakat.

Hadirnya Peraturan Daerah tentang Pengembangan
Budaya Literasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara
pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta
dalam mengembangkan budaya literasi yang holistik,
terstruktur, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat
yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter. Hal ini
dapat ditempuh melalui:

2. peningkatan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan
berkualitas;

3. dorongan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan
literasi;

4. pengembangan literasi digital dan media untuk menghadapi

era informasi; dan
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5. penyediaan ruang dan fasilitas publik yang ramah literasi
seperti taman baca, pojok baca digital, dan perpustakaan
modern.

Untuk mengevaluasi dan mengukur dampak regulasi
baru termasuk Peraturan Daerah sebelum diterapkan dapat
digunakan pendekatan atau Metode Regulatory Impact Analysis
(RIA). Metode RIA dalam pembentukan Peraturan Daerah
tentang Pengembangan Budaya Literasi dilakukan melalui
langkah-langkah sebagai berikut:

2. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam hal ini adalah terkait dengan:

a. rendahnya minat baca dan budaya literasi Masyarakat;

b. keterbatasan akses terhadap sumber bacaan berkualitas,
terutama di wilayah terpencil;

c. kurangnya koordinasi dan kebijakan terpadu antara
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;

d. belum adanya regulasi yang mewajibkan dukungan aktif
dari sekolah, perpustakaan, komunitas, dan pihak swasta
dalam gerakan literasi; dan

e. kesenjangan literasi digital dan minimnya kesadaran
terhadap literasi informasi dan media di kalangan pelajar
dan masyarakat umum.

3. Intervensi dan Alternatif Kebijakan
Memperhatikan permasalahan tersebut di atas diperlukan
intervensi kebijakan. Tujuan intervensi kebijakan ini adalah:
a. menyediakan dasar hukum untuk perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi program literasi secara

terstruktur;

b. meningkatkan partisipasi masyarakat, sekolah, dan

sektor swasta dalam gerakan literasi daerah;
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c. mewujudkan ekosistem literasi yang mendukung

pembentukan karakter, daya kritis, dan kompetensi abad

21; dan

d. menjamin kesetaraan akses literasi di seluruh wilayah,

termasuk literasi digital.

Hingga saat ini belum ada kebijakan daerah dalam bentuk

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengembangan

budaya literasi. Untuk itu dipandang perlu adanya kebijakan

daerah sebagai Solusi atas beberapa permasalahan terkait

budaya literasi ini. Alternatif atau pilihan kebijakan sebagai

Solusi atas permasalahan menyangkut pengembangan
budaya literasi adalah sebagai berikut:
Opsi Deskripsi Kelebihan Kekurangan

Status Quo | Melanjutkan | Tidak ada | Tidak

(Tidak program biaya berkelanjutan,

membentuk literasi tambahan tidak ada

Perda) secara guna kepastian
sektoral pembentukan | hukum dan
tanpa Perda. koordinasi.
regulasi

Mendorong Penguatan Fleksibel, Lemah secara

program literasi cepat. hukum, tidak

literasi melalui | melalui

cukup kuat

Peraturan peraturan untuk

Walikota kepala koordinasi
daerah. lintas sektor.

Menyusun Membentuk Kuat secara | Memerlukan

Perda tentang | perda legal, biaya guna

Pengembangan | sebagai mendorong pembentukan
payung sinergi lintas | Perda dan
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Budaya hukum sektor, implementasi
Literasi. utama. memberi arah | awal
kebijakan
jangka
Panjang.

Dari beberapa pilihan tersebut, yang terbaik adalah dengan
membentuk Perda khusus sebagai dasar hukum dan
instrumen perencanaan pengembangan budaya literasi

secara menyeluruh dan terintegrasi.

Analisis Dampak:

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan

Budaya Literasi ini dilakukan dalam rangka menciptakan

sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat,

dan sektor swasta dalam mengembangkan budaya literasi

yang holistik, terstruktur, dan Dberkelanjutan demi

terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, berdaya

saing, dan berkarakter sesuai nilai budaya dan kewenangan

yang dimiliki Daerah. Sedang tujuannya adalah untuk:

a. meningkatkan minat baca dan akses terhadap bahan
bacaan berkualitas;

b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan
literasi;

c. mengembangkan literasi digital dan media untuk
menghadapi era informasi; dan

d. menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah
literasi seperti taman baca, pojok baca digital, dan

perpustakaan modern.
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Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi

akan memberikan dampak baik yang positif maupun negatif.

Dampak Positif berupa:

a.

meningkatnya minat baca dan budaya literasi masyarakat
secara inklusif;

meningkatnya keterlibatan  stakeholder (sekolah,
komunitas, perusahaan, media);

tersedianya indikator dan target capaian literasi daerah;
dan

tersusunnya program literasi berbasis data, inklusif, dan

berkelanjutan.

Sedangkan dampak potensial negatifnya meliputi:

a.

beban anggaran awal untuk sosialisasi, pengembangan
program, dan pelatihan;
perlunya penguatan kelembagaan dan koordinasi

antarsektor agar efektif.

Analisis beban dan manfaat:

Kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Pengembangan

budaya literasi bisa dikaji atas beban dan manfaatnya.

Analisis beban dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Aspek Beban Manfaat
Keuangan Pembentukan /| Meningkatkan kualitas SDM
Daerah penyusunan dan pendidikan daerah.

Perda, pelatihan
SDM, pengadaan

sarana baca, dsb

Kelembagaan Perlu adanya | Sinergi lintas sektor

diskominfo, dll).
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perangkat daerah
terkait.

muda.

Sosial Perlu adaptasi | Kesadaran literasi meningkat,
awal masyarakat | ketahanan terhadap hoaks,

perkuat karakter generasi

6. Indikator Keberhasilan
Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui
keberhasilan kebijakan pengembangan budaya literasi di
daerah adalah antara lain:
a. kenaikan atau meningkatnya indeks literasi masyarakat
daerah;
b. bertambahnya taman bacaan, pojok literasi, dan
perpustakaan digital;
c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan
literasi; dan
d. tersusunnya kebijakan operasional literasi di sekolah dan
OPD.

Di samping melalui RIA, untuk mengetahui urgensi
pembentukan peraturan daerah tentang Pengembangan Budaya
Literasi, serta dampak atau implikasi atas implementasinya
terhadap beban keuangan daerah, maka perlu dilakukan
identifikasi melalui beberapa aspek yang meliputi Return on
Capital Invested, Payback, Profitability, Implementation Risk,
dan Impact. Identifikasi tersebut dilakukan dengan
menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA)
sehingga akan dapat membantu daerah guna menghitung nilai

RIA dari kebijakan yang akan diimplementasikan dengan
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mengacu pada pengukuran biaya yang diperlukan untuk
implementasi kebijakan, penghitungan potensi keuntungan yang
akan dihasilkan daerah, serta mengukur dampak kebijakan
terhadap masyarakat secara keseluruhan serta mengevaluasi

resiko implementasi kebijakan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengembangan Budaya Literasi merupakan upaya pemerintah
daerah untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi masyarakat
di daerah.

Dengan memperhatikan beberapa aspek di atas,
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengembangan Budaya Literasi dilakukan untuk memecahkan
permasalahan yang terjadi di di daerah. Upaya pemecahan
masalah tersebut dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta terkait
yang dapat dihubungkan dengan logika. Adapun langkah-
langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langkah Pertama, mengenali permasalahan yang terjadi atau
perilaku yang bermasalah.
Penelaahan terhadap permasalahan budaya literasi di
Daerah, antara lain adalah rendahnya tingkat literasi
masyarakat di daerah dan ketiadaan pengaturan yang
komprehensif mengatur pengembangan budaya literasi.
Kondisi menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan
sumber daya manusia dan penguatan daya saing daerah.
Ketiadaan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai
pengembangan budaya literasi menyebabkan kurangnya
sinergi antar perangkat daerah, minimnya akses terhadap

sumber daya literasi yang inklusif, serta lemahnya partisipasi
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publik dan sektor swasta dalam membangun ekosistem

literasi.

. Langkah Kedua, menemukan penjelasan atau penyebab

terjadinya permasalahan atau perilaku yang bermasalah.

Untuk menemukan penjelasan atau penyebab terjadinya
permasalahan atau perilaku yang bermasalah dalam suatu
penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dilakukanlah
agenda ROCCIPI atau POKKIPI yang merupakan akronim dari

sejumlah kategori, yakni:

- Rule (Peraturan)
Opportunity (Oportunitas/Kesempatan)
Capacity (Kapasitas/Kemampuan)
Communication (Komunikasi)

- Interest (Interes/Kepentingan)

- Process (Proses)

- Ideology (Ideologi)

Kategori “Rule (Peraturan)”. Permasalahannya
adalah: 1) belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus
mengatur pengembangan budaya literasi; dan 2) regulasi
sektoral (misalnya dari dinas pendidikan, perpustakaan, dan
kebudayaan) masih  berjalan  sendiri-sendiri  tanpa
sinkronisasi. Solusi atas kondisi tersebut adalah dengan
membentuk Perda sebagai payung hukum vyang
mengintegrasikan kebijakan lintas sektor tentang literasi,
termasuk literasi digital, informasi, dan budaya.

Kategori “Opportunity (Oportunitas/Kesempatan)”
Permasalahan: 1) kses terhadap bahan bacaan dan ruang
literasi (perpustakaan, taman baca, pojok literasi) masih
sangat terbatas, terutama di daerah terpencil; dan 2)

esempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program
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literasi kurang karena kurangnya fasilitasi dan informasi.
Solusinya: 1) mewajibkan penyediaan dan pemerataan
sarana literasi melalui Perda; dan 2) mendorong insentif dan
kemitraan publik-swasta untuk memperluas akses literasi.

Kategori “Capacity (Kemampuan). Permasalahan:
1) kapasitas SDM penggerak literasi (guru, pustakawan,
relawan komunitas) masih belum merata dan belum
mendapat pelatihan literasi kekinian; dan 2) keterbatasan
anggaran dan sumber daya di OPD terkait. Solusi: 1) Raperda
dapat mewajibkan pelatihan literasi, pengembangan
kapasitas pustakawan, dan penguatan kelembagaan
komunitas literasi; dan 2) menyediakan penganggaran
daerah yang proporsional dan terarah.

Kategori “Communication (Komunikasi)” dilakukan
untuk melakukan pembahasan secara intens antara
stakeholder = dengan masyarakat berkaitan dengan
pengembangan budaya literasi. Permasalahan yang ada
adalah: 1) program literasi daerah kurang tersosialisasi,
sehingga tidak dikenal masyarakat luas; dan 2) lemahnya
diseminasi informasi literasi digital dan edukasi publik
tentang pentingnya literasi. Solusi yang ditawarkan adalah:
1) Raperda yang disusun dapat mewajibkan kampanye
literasi melalui media massa, media sosial, dan keterlibatan
tokoh Masyarakat; dan 2) menyusun strategi komunikasi
terpadu lintas OPD.

Kategori “Interest (Interes/Kepentingan)
diterapkan dalam rangka mengejawantahkan suatu
kepentingan bersama dalam menentukan suatu kebijakan
daerah yang mampu menyelesaikan persoalan secara

sistemik dan menyeluruh, dari aspek hukum, kelembagaan,
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sosialisasi, hingga perubahan nilai masyarakat.
Permasalahan: 1) kepentingan antar aktor (OPD, sekolah,
komunitas, pelaku usaha) belum sejalan atau terkoordinasi;
dan 2) minimnya komitmen politik untuk menjadikan literasi
sebagai prioritas pembangunan. Solusinya: 1) Perda dapat
memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing
pihak, termasuk mekanisme koordinasi; dan 2) mengatur
insentif bagi dunia usaha atau komunitas yang mendukung
literasi.

Kategori "“Process (Proses)” dilakukan dalam
penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan
daerah yang memperhatikan tahapan demi tahapan sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur pembentukan peraturan perundang-
undangan. Permasalahan: 1) Pelaksanaan program literasi
tidak terintegrasi, tidak memiliki SOP yang baku, dan tidak
berbasis data literasi daerah; dan 2) monitoring dan evaluasi
(monev) belum sistematis. Solusinya: 1) Raperda dapat
mewajibkan penyusunan roadmap literasi daerah, SOP
kegiatan literasi, serta pelaporan berbasis indicator; dan 2)
membangun sistem pemantauan dan pelaporan program
literasi.

Kategori “Ideology (Ideologi)”, dilakukan dengan
pengkajian mendalam dimana suatu peraturan daerah harus
mencerminkan pelaksanaan norma hukum yang ada dan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Permasalahan:
1) Rendahnya kesadaran nilai pentingnya literasi sebagai
bagian dari kehidupan Masyarakat; dan 2) Literasi belum
dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sebagian warga dan

aparat.. Solusi: 1) Raperda dapat mendorong integrasi
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4,

literasi ke dalam budaya lokal, pendidikan karakter, dan
agenda pembangunan daerah; dan 2) Memperkuat nilai-nilai

gotong royong dan kebersamaan dalam gerakan literasi..

Langka Ketiga, menyusun kesimpulan.

Setelah melalui berbagai rangkaian penelitian dan
pengkajian, serta rapat-rapat oleh DPRD Kota Salatiga.
Bahwa permasalahan rendahnya budaya literasi di daerah
tidak hanya soal sarana dan minat baca, tetapi juga karena
kelemahan di semua aspek ROCCIPI. Oleh karena itu,
Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi menjadi
instrumen penting untuk menyelesaikan persoalan secara
sistemik dan menyeluruh, dari aspek hukum, kelembagaan,

sosialisasi, hingga perubahan nilai masyarakat.

Langkah Keempat, memantau dan menilai pelaksanaan.
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengembangan Budaya Literasi, apabila nantinya telah
ditetapkan dan diundangkan, akan menjadi tugas bersama
untuk melakukan pengawasan terhadap implementasinya.
Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh DPRD yang
mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan
pelaksanaan Perda dan juga oleh masyarakat yang

merupakan pemegang tertinggi dalam kedaulatan rakyat.
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang
Pengembangan Budaya Literasi diharapkan mampu
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk implikasi

empiris di daerah.
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Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi
berimplikasi pada kenaikan beban keuangan daerah dalam
jangka pendek, namun dampak jangka panjang berupa
peningkatan kualitas SDM, daya saing ekonomi lokal, dan
pengurangan beban sosial justru akan menghemat anggaran
pembangunan secara keseluruhan. Implikasi dan dampak bagi
keuangan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebutuhan Anggaran.

a. Belanja Operasional: mencakup honorarium penggerak
literasi, pelatihan SDM, penyusunan modul, dan
kampanye literasi.

b. Belanja Modal: pembangunan atau revitalisasi
infrastruktur literasi seperti perpustakaan, taman baca,
pojok baca, dan fasilitas digital literasi. Contoh:
Pengadaan koleksi buku dan bahan ajar literasi akan
memerlukan anggaran rutin tahunan.

2. Re-alokasi dan Integrasi Anggaran Antar-Perangkat Daerah.
Diperlukan integrasi anggaran dari beberapa Perangkat
Daerah seperti:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perpustakaan;

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informasi;

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang
urusan bidang perencanaan; dan lainya.

Efisiensi anggaran dapat ditingkatkan jika program literasi

dirancang lintas sektor secara terintegrasi.

3. Potensi Penambahan Beban Jangka Pendek
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Dalam tahap awal implementasi Peraturan Daerah tentang

Pengembangan Budaya Literasi, daerah mungkin akan

mengalami peningkatan beban belanja untuk:

a.
b.

sosialisasi dan pelatihan;

penyusunan perangkat kebijakan turunan (Peraturan
Walikota, SOP, dan sebagainya); dan

Pemenuhan infrastruktur dasar (fasilitas baca, internet,

perangkat digital)

Potensi Efisiensi dan Manfaat Jangka Panjang

a.

Efisiensi Sosial dan Ekonomi: Literasi yang tinggi akan
mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan
produktivitas warga, dan menekan angka kriminalitas

berbasis ketidaktahuan.

. Dampak terhadap PAD: Literasi ekonomi dan digital yang

baik mendorong tumbuhnya UMKM dan kewirausahaan
lokal yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan

daerah.

Peluang Dana Alternatif

a.

Kemitraan: dapat mencari alternatif peluang kerja sama

dengan sektor swasta (CSR), LSM, dan lembaga donor.

. Dana Pusat dan Hibah: Program literasi yang ditopang

perda berpotensi memperoleh dukungan dari
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, atau Perpustakaan

Nasional.

Kebutuhan Monitoring Anggaran

Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan

Budaya Literasi nantinya harus disertai:

a. perencanaan anggaran berbasis indikator literasi;

b. evaluasi penggunaan anggaran secara periodik; dan
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c. transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program

literasi.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisa perundangan dalam naskah akademik
ini berupaya untuk melihat keterkaitan antara peraturan
Perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada,
keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan
peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal
dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan
yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-
undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan
dengan peraturan daerah yang baru khususnya berkaitan
dengan pengembangan budaya literasi. Analisis ini dapat
menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang
dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang
tindih pengaturan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Kota Salatiga tentang Pengembangan Budaya Literasi ini
memiliki relevansi dengan beberapa ketentuan antara lain

sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Pancasila dituangkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-
4 yang berbunyi:
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“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.”

Pasal 18 ayat (6): Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 31 ditegaskan pentingnya pendidikan yang
berbasis pada nilai-nilaikeagamaan, yang berbunyi:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikannasional, yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang,

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
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persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan

Djawa Timur

Pemerintahan Daerah Kota  Salatiga  dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Timur. Pada
tahun 1992 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terjadi
perubahan batas wilayah Daerah. Dengan berdirinya Kota
Salatiga sebagai Pemerintahan Daerah, maka secara
yurisprudensi Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki
kewenangan sebagaimana ketentuan terkait pemerintahan
daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, termasuk di dalamnya untuk membentuk kebijakan

daerah yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Dengan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan
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pengukuhan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan karena dalam Pasal 37 ayat (1) huruf
b, huruf ¢, huruf g dan huruf j, menyebutkan bahwa kurikulum
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan
kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan muatan lokal.
Pendidikan kewarganegaraan penting untuk diberikan
untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hak dan
kewajiban seseorang sebagai warna negara Indonesia dan
bagaimana mencintai setiap jengkal tanah Indonesia sepanjang
hayat. Pendidikan bahasa diberikan untuk menjaga persatuan
dan kesatuan Indonesia, hal tersebut harus dilakukan mengingat
bahwa bangsa Indonesia majemuk, bangsa Indonesia terdiri dari
berbagai suku, ras, agama, budaya dan tentunya bahasa,
pendidikan bahasa berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa.
Pendidikan seni dan budaya di berikan untuk menumbuhkan dan
menjaga kecintaan terhadap seni dan budaya Indonesia dari
generasi ke generasi. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler
untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan
ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang
materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran
yang ada.
Beberapa ketentuan dala Undang Undang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ada relevansinya
dengan tulisan ini:

Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

NA Raperda Pengembangan Budaya Literasi_Kota Salatiga 2025. II1- 4




menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

Pasal 4, yang berbunyi:

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang
sistemik dengansistem terbuka dan multimakna

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang
berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan,
membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas
peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan
budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap
warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan
semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan
Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini,

penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip,
yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan
kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik
dengan sistem terbuka. Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional telah memberi peluang yang sama kepada madrasah
dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam
untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak
didiskrimanasi di mata negara. Kesempatan ini akan membuka

peluang kebhinekaan lembaga pendidikan keagamaan, namun
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dalam posisi status diakui sebagai bagian dari system pendidikan
nasional. Dengan demikian tidak diperlukan lagi aktifitas ujian
ekstra, ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang

bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan
dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

kejelasan tujuan;

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011

dijelaskan sebagai berikut.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara
atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut

"D Qa0 T o
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dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
Huruf c

Yang dimaksud dengan "“asas kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-
benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai
dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Huruf d

Yang dimaksud dengan "“asas dapat dilaksanakan” adalah
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-
undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara
filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘“asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan
dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "“asas kejelasan rumusan” adalah
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,
serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi
dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai
dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan
terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 6
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(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan asas:

pengayoman;

kemanusiaan;

kebangsaan;

kekeluargaan;

kenusantaraan;

bhinneka tunggal ika;

keadilan;

kesamaan  kedudukan dalam hukum  dan

pemerintahan;

h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu
dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

SQ "0 A0 T W

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12
Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "“asas pengayoman” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan
ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "“asas kebangsaan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang
majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Huruf d
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Yang dimaksud dengan "“asas kekeluargaan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam
setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah
Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah
bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar
belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender,
atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ‘“asas ketertiban dan kepastian
hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban
dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
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Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa
dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan,
dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
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peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas,
dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai
satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi
berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi
dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan
dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Berkaitan dengan tulisan ini disampaikan ketentuan ,
yaitu:

Pasal 17

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah tidak mempedomani norma,
standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan
kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5)
Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar,
prosedur, dan Kkriteria, penyelenggara Pemerintahan
Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 236
(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
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(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala
Daerah.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan; dan

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan dan asas hukum yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan, dan
pengundangan yang berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal
249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, asas Pembentukan, asas materi Peraturan
Perundang-undangan, dan putusan hakim.
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F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem

Perbukuan

Membangun peradaban bangsa dengan pengembangan
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau
hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri
bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Buku sebagai salah satu sarana
membangun dan meningkatkan budaya literasi Masyarakat
Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna
mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global.

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

a. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta
membangun jati diri dan karakter bangsa melalui
pembinaan Sistem Perbukuan;

b. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta
meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan
untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;

c. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga
negara Indonesia; dan

d. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk
mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui

Buku di tengah peradaban dunia.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2017 tentang Sistem Perbukuan yang relevan dengan tulisan
ini antara lain adalah:

Pasal 40

NA Raperda Pengembangan Budaya Literasi_Kota Salatiga 2025. III- 13




Pemerintah Daerah kabupaten/ kota benvenang:

a. menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;

b. menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan
merata; dan

c. memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

Pasal 41

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:

a. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan
merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;

b. memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya;
melaksanakan program peningkatan minat membaca dan
minat menulis; dan

c. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk
pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan

dan/atau program pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 68

(1) Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan
mengembangkan budaya literasi melalui Sistem
Perbukuan.

(2) Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan
ekosistem perbukuan yang sehat.

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara

kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam

meningkatkan kualitas hidupnya.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 3

Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
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Beberapa ketentuan dalam PP ini yang terkait dengan
Pendidikan karakter antara lain sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan
ekosistem perbukuan yang sehat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dengan cara:
a. mendorong pertumbuhan Pelaku Perbukuan di daerah;
b. mendorong hubungan yang harmonis dan berkeadilan

antar-Pelaku Perbukuan;

mendorong distribusi Buku yang merata;

memantau Penggunaan Buku pendidikan;

menghormati hak cipta dan antiplagiarisme; dan

memberikan penghargaan kepada Pelaku Perbukuan.

oD Qo

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 74

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan
budaya literasi bagi warga negara Indonesia.

(2) Pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya
Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga,
dan Pelaku Perbukuan.

Pasal 75

(1) Pengembangan budaya literasi oleh pemerintah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan
dengan mengembangkan dan/atau memberdayakan:

satuan dan/atau program pendidikan;

perpustakaan umum daerah;

perpustakaankeliling;

taman bacaan masyarakat;

masyarakat; dan

Pelaku Perbukuan.

(2) Pemerintah provinsi dapat menetapkan peraturan daerah
atau peraturan gubernur dalam rangka akselerasi
pengembangan budaya literasi di daerahnya.

"D A0 oTo
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Pasal 76

(1) Pengembangan budaya literasi oleh pemerintah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2)
dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan/atau
pemberdayaan:

satuan dan/atau program pendidikan;

perpustakaan umum daerah;

perpustakaankeliling;

taman bacaan masyarakat;

masyarakat; dan
f. Pelaku Perbukuan.

(2) Pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan
daerah atau peraturan bupati/wali kota dalam rangka
akselerasi pengembangan budaya literasi di daerahnya.

©ao oo

Pasal 77

Pengembangan budaya literasi oleh Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan dalam bentuk
gerakan literasi bagi warga negara Indonesia.

Pasal 78

Pengembangan budaya literasi oleh satuan dan/atau program

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2)

dilakukan melalui:

a. pewujudan lingkungan pendidikan sebagai lingkungan
pembelajaran yang literat;

b. penyediaan waktu dan sarana vyang cukup untuk
pembelajaran literasi; dan

c. pembangunan kerja sama dengan masyarakat dan Pelaku
Perbukuan dalam gerakan literasi satuan dan/atau program
pendidikan.

Pasal 79

Pengembangan budaya literasi oleh keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan melalui pembiasaan
membaca Buku.

Pasal 80

Pengembangan budaya literasi oleh Pelaku Perbukuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dapat dilakukan
dalam bentuk:

a. promosi Buku;
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b. sayembara atau lomba;
c. pemberian penghargaan; atau
d. pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya.

H. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter;

Pembentukan Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi
pada pertimbangan bahwa: a) Indonesia sebagai bangsa yang
berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak
mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti; b) dalam
rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan
nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif,
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,
cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan
bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter; dan
c) penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam
merupakan tanggung Jawab bersama keluarga, satuan
pendidikan, dan masyarakat.

Beberapa ketentuan dalam Peratursn Presiden ini yang
terkait dengan Pendidikan karakter bagi anak antara lain
sebagai berikut:

Pasal 1 angka: Penguatan Pendidikan Karakter yang

selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di

bawah tanggung Jjawab satuan pendidikan untuk

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi
olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan,
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keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan

Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pasal 2

PPK memiliki tujuan:

a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai
generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan Jjiwa
Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna
menghadapi dinamika perubahan di masa depan;

b. mengembangkan platform pendidikan nasional Yyang
meletakkan pendidikan karakter sebagai JiWa utama
dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik
dengan dukungan pelibatan publik Yang dilakukan
melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal
dengan memperhatikan keberagaman budaya
Indonesia; dan

c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi
pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik,
masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam
mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila
dalam pendidikan karakter terutama meiiputi nilai-nilai
religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatit
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah
disebutkan di atas pengembangan budaya literasi juga memiliki
keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
seperti:

a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
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b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30
Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada
Penyelenggaraan Pendidikan;

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada

Satuan Pendidikan Formal;
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